INTEGRASI LAHAN SAWAH YANG DILINDUNGI DALAM
PENYUSUNAN RENCANA DETAIL TATA RUANG DI DESA
KLAYUSIWALAN, KECAMATAN BATANGAN, KABUPATEN PATI

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Sebutan Sarjana Terapan
di Bidang Pertanahan pada Program Studi Diploma IV Pertanahan

Disusun oleh:

ARIF RAHMADI
NIT 21303722

KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2025



ABSTRACT

Until mid-2023, only 35.2% of local governments in Indonesia had
established LP2B, even though it is one of the indicators of achieving the second
Sustainable Development Goals (SDGs), namely zero hunger. Based on
Presidential Regulation No. 59/2019 on Controlling Rice Field Conversion, local
governments are mandated to integrate LSD (Protected Rice Field) maps to
establish LP2B through the preparation of RDTR (Detailed Spatial Plan). The Pati
District Government has established the RDTR for Batangan Sub-district in 2024.
Although local governments should integrate LSD in the preparation of spatial
plans, there are still unsuitability between LSD and spatial plans in various regions.
Therefore, it is necessary to know the unsuitability of LSD with land-based RDTR
as well as the stages, problems and efforts made to solve the problem of LSD
integration in the preparation of RDTR. This research aims to find out the
incompatibility of LSD with land-based RDTR and implementation of LSD
integration in the preparation of RDTR.

The research method used was a mixed method (quantitative and
qualitative) with source triangulation for data validation. Primary data was
collected using interview and secondary data was collected using documentation.
Data analysis was conducted using a spatial approach using ArcMap 10.8 and a
descriptive approach.

The results showed that the unsuitability of LSD with the RDTR of Batangan
Sub-district in Klayusiwalan Village is reflected in the number of LSD land parcels
that are unsuitable with the RDTR as many as 132 parcels or 11.29% of the total
1,192 parcels while 1,037 parcels or 88.71% are suitable. LSD land parcels that
are unsuitable with the RDTR are spread across Cerme and Siwalan hamlets, while
LSD land parcels that are suitable with the RDTR are spread across all hamlets
except Cerme. The implementation of LSD integration in the preparation of the
RDTR of Batangan Sub-district does not fully comply with the stages of RDTR
preparation as stipulated in Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and
Spatial Planning/Head of the National Land Agency Number 11 of 2021. Although
Presidential Regulation Number 59 of 2019 mandates LSD to be a material for
RDTR preparation, the Batangan Sub-district RDTR Compilation Team only
integrated LSD in the data and information collection stage and did not integrate
LSD at the data processing and analysis stage, RDTR conception preparation and
RDTR stipulation after considering that the RDTR must be suitable with the RTRW
and if LSD is integrated in the RDTR, it has the potential to cause legal uncertainty
regarding the regulation of space utilization which has implications for the
emergence of chaos and through discussions with Pati Regency Spatial Planning
Forum (FPR) and Directorate General of Land and Space Control and Enforcement
(Ditjen PPTR). The problems that occur in the integration of LSD in the preparation
of RDTR are the determination of space patterns that are not unsuitable with the
pattern of land parcel boundaries and the wrong determination of LSD.
Determination of space patterns that are unsuitable with the land parcel boundary
pattern can be solved by utilizing PTSL data results in the event that the land parcel
map is complete, but if it is not complete, it can use the land balance sheet and Land
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara maju dan berkembang memiliki visi yang sama dalam
mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dalam sebuah
komitmen nasional dan global yang bernama Tujuan Pembangunan
Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Komitmen
ini dinyatakan pada sidang umum PBB pada tahun 2015 dan memuat 17 tujuan
dan sasaran global yang ingin dicapai pada tahun 2030. Tujuan kedua TPB
adalah tanpa kelaparan. Rosit (2024) menyatakan deklarasi ini bertujuan untuk
meningkatkan pertanian berkelanjutan, mencapai ketahanan pangan, dan
mengeliminasi kelaparan. Salah satu indikator tercapainya TPB tanpa
kelaparan adalah proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai
Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) (Pratiwi dkk., 2023) yang
perencanaannya didasarkan pada a) pertumbuhan penduduk dan kebutuhan
konsumsi pangan penduduk; b) pertumbuhan produktivitas; c) kebutuhan
pangan nasional; d) kebutuhan dan ketersediaan lahan pertanian pangan; e)
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi; serta f) musyawarah petani
sebagaimana termuat dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009.
KP2B ditetapkan dalam bentuk peraturan daerah sebagai bagian dari sistem
penataan ruang. Dalam mewujudkan TPB sangat perlu penataan ruang (Jamil,
2021) karena produk perencanaan tata ruang menjadi pedoman bagi kegiatan
pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah yang memerlukan ruang
sebagaimana diatur pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. Hal tersebut sejalan dengan
pernyataan Prihanto dalam Ghiffari (2021) yang menyebutkan bahwa tata
ruang mempengaruhi capaian TPB dan tata ruang yang baik akan menjadi
instrumen dalam pewujudan TPB.

Penataan ruang di Indonesia telah diatur dengan Undang-Undang

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (yang selanjutnya disebut UU



Penataan Ruang). Pada tahun 2020, peraturan tersebut diubah dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang dalam dinamikanya
saat ini yang berlaku adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (yang
selanjutnya disebut UU Cipta Kerja). Kementerian Agraria dan Tata
Ruang/Badan Pertanahan Nasional (Kementerian ATR/BPN) memiliki tugas
menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang tata ruang. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Kementerian ATR/BPN menempatkan penataan
ruang dalam salah satu misi yang termuat dalam kesatuan rencana strategis
Kementerian ATR/BPN. Misi yang dimaksud adalah menyelenggarakan
penataan ruang dan pengelolaan yang produktif, berkelanjutan dan
berkeadilan. Implementasi dari proses penataan ruang ini salah satunya berupa
penyusunan rencana tata ruang, baik rencana tata ruang wilayah maupun
rencana detail tata ruang. Berdasarkan Pasal 5 UU Penataan Ruang, penataan
ruang berdasarkan kegiatan kawasan dibagi menjadi dua yakni perkotaan dan
perdesaan. Pada UU Cipta Kerja, Pasal 48 UU Penataan Ruang diubah namun
tetap memuat ketentuan bahwa salah satu arahan penataan ruang kawasan
perdesaan adalah untuk pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan
untuk ketahanan pangan.

Selain Kementerian ATR/BPN, pemerintah pusat dan pemerintah
daerah perlu merencanakan penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan
dalam rangka menciptakan kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan.
Hal tersebut diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang
Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU Perlindungan
LP2B). Namun demikian, Suryani dkk (2023) dalam hasil penelitiannya
memberikan gambaran bahwa hingga pertengahan 2023 baru 35,2%
pemerintah daerah kabupaten/kota di seluruh Indonesia yang sudah
menetapkan LP2B.

Kementerian ATR/BPN menetapkan kebijakan peralihan bagi daerah
yang belum menetapkan LP2B dalam rencana tata ruang wilayah dalam rangka
perlindungan lahan pertanian. Kebijakan tersebut diwujudkan dalam

penerbitan beberapa regulasi berkaitan dengan LP2B. Peraturan Menteri



ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016 tentang Penetapan LP2B pada
Wilayah yang Belum Terbentuk Rencana Tata Ruang Wilayah menjelaskan
bahwa apabila di daerah belum terdapat rencana tata ruang, penetapan LP2B
dapat ditetapkan melalui peraturan kepala daerah. Peraturan Menteri
ATR/Kepala BPN Nomor 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Verifikasi Data Lahan Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang,
Penetapan Peta Lahan Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi
Perubahan Penggunaan Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi mengatur
bahwa apabila terdapat lahan sawah yang menjadi objek penetapan lahan
sawah yang dilindungi namun belum ditetapkan menjadi LP2B dalam rencana
tata ruang, dapat dialihfungsikan setelah mendapat rekomendasi perubahan
penggunaan tanah dari Menteri ATR/Kepala BPN. Meski peraturan tersebut
sudah tidak berlaku sejak dicabut dengan Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN
Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan Verifikasi Data Lahan
Sawah terhadap Data Pertanahan dan Tata Ruang, Penetapan Peta Lahan
Sawah yang Dilindungi, dan Pemberian Rekomendasi Perubahan Penggunaan
Tanah pada Lahan Sawah yang Dilindungi, namun substansi pengaturan alih
fungsi bagi lahan sawah yang dilindungi tetap sama dengan peraturan
sebelumnya.

Menteri ATR/Kepala BPN menetapkan Keputusan Menteri
ATR/Kepala BPN Nomor 1589/SK-HK.02/X1I/2021 tentang Penetapan Peta
Lahan Sawah yang Dilindungi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera
Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa
Timur, Bali dan Nusa Tenggara Barat (Kepmen ATR/BPN No. 1589/2021)
sebagai tindak lanjut dari inventarisasi dan identifikasi lahan sawah di berbagai
daerah pada tahun 2019 sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Presiden
Nomor 59 Tahun 2019 tentang Pengendalian Alih Fungsi Lahan Sawah. Kedua
regulasi tersebut menunjukkan keseriusan yang tinggi dari pemerintah dalam
melindungi lahan pertanian pangan pada umumnya, khususnya lahan sawah

(Sutaryono, 2023).



Sebagai implementasi untuk mendukung keseriusan pemerintah pusat
dalam melindungi lahan pertanian pangan, pemerintah daerah kabupaten/kota
harus mengintegrasikan LSD dalam penyusunan Rencana Detail Tata Ruang
(RDTR). RDTR merupakan rencana rinci yang pada umumnya mencakup
wilayah kecamatan yang mengatur tata ruang wilayah pada suatu
kabupaten/kota yang disertai dengan peraturan zonasi wilayah tersebut. RDTR
merupakan dokumen perencanaan mengenai tata ruang sebuah wilayah yang
lebih rinci atau pendetailan dari Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) (Asri,
Mirsa dan Saputra, 2023). RDTR disusun oleh pemerintah daerah
kabupaten/kota dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan
prosedur penyusunan yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN
Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali,
Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah
Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang. Tahapan dalam
penyusunan RDTR meliputi a) persiapan; b) pengumpulan data dan informasi;
¢) pengolahan data dan analisis; d) perumusan konsepsi; dan e) penyusunan
rancangan peraturan kepala daerah tentang RDTR.

Salah satu muatan yang terdapat pada RDTR adalah rencana pola ruang
meliputi zona lindung dan budidaya. Salah satu muatan dalam zona budidaya
adalah zona pertanian yang dalam RDTR ditetapkan sebagai subzona tanaman
pangan. Pemerintah daerah mendapatkan amanat untuk menggunakan peta
LSD untuk menetapkan LP2B dalam penyusunan RDTR (Sutaryono, 2023).

Pemerintah menetapkan Kabupaten Pati sebagai kawasan andalan
Wanarakuti (Kawasan Juwana, Jepara, Kudus, Pati, Rembang dan Blora) yang
memiliki keunggulan pada sektor pertanian, industri, pertambangan, perikanan
serta minyak dan gas bumi melalui Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun
2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
RTRW Nasional. Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah menetapkan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 tentang RTRW
Kabupaten Pati Tahun 2010-2030 (Perda RTRW Kabupaten Pati) dalam



melaksanakan perencanaan tata ruang. Peraturan tersebut mengamanatkan
bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Pati perlu menyusun RDTR untuk tiap
kecamatan di Kabupaten Pati dan ditetapkan dengan peraturan bupati. Hingga
awal 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Pati telah menetapkan 1 peraturan
bupati yakni Peraturan Bupati Pati Nomor 29 Tahun 2024 tentang RDTR
Kecamatan Batangan Tahun 2024-2044 (Perbup Pati No. 29/2024) padahal di
Kabupaten Pati terdapat 21 kecamatan yang idealnya memerlukan 21 RDTR.
Pemerintah Daerah Kabupaten Pati menetapkan RDTR Kecamatan Batangan
dalam rangka mengejawantahkan amanat Pasal 13 ayat (6) Perda RTRW
Kabupaten Pati.

Meski pemerintah pusat dan daerah seharusnya menggunakan LSD
sebagai bahan penetapan LP2B dalam rencana tata ruang dalam rangka
melindungi lahan sawah, namun terdapat beberapa penelitian terdahulu yang
menunjukkan adanya permasalahan. Pada tingkat kabupaten terdapat 3
permasalahan yaitu ketidaksesuaian LSD dengan RTRW berdampak pada
terhambatnya pelayanan pemerintah dibidang pertanahan, berkurangnya luas
lahan produktif dan LSD dan ketidakpastian pemanfaatan lahan. Faturrohman
(2023) menjelaskan terdapat ketidaksesuaian LSD terhadap RTRW Kabupaten
Klaten yang tersebar di semua kecamatan dengan total luas 4.465,49 hektar
serta memiliki dampak terhambatnya pelayanan pemerintah dibidang
pertanahan, pertanian dan pembangunan. Ketidaksesuaian LSD dengan pola
ruang RTRW Kabupaten Pati seluas 11.447,30 hektar, namun setelah verifikasi
faktual berubah menjadi 9.583,67 hektar memiliki dampak antara lain
berkurangnya luas lahan produktif, ketidakpastian dalam pemanfaatan lahan,
dan luas LSD semakin berkurang tetapi dapat diatasi salah satunya melalui
revisi sekaligus penyelarasan LSD dengan RTRW tersebut (Ananta, 2024).
Ummah (2024) menyebutkan bahwa terjadi penurunan jumlah usaha rumah
tangga pertanian pada 2023 dan diikuti dengan menurunnya luas lahan
pertanian serta diakibatkan oleh alih fungsi lahan pertanian pangan menjadi

permukiman penduduk dan banyaknya pendirian bangunan di lahan hijau.



Pada tingkat kecamatan juga terdapat permasalahan berkaitan dengan
ketidaksesuaian LSD dengan RDTR. Ketidaksesuaian LSD dengan RDTR
berdampak pada terhambatnya perizinan, pembangunan dan investasi. Sari
(2023) menyatakan terdapat ketidaksesuaian LSD terhadap RDTR di
Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul seluas 261,533 hektar dengan dampak
bagi pemilik lahan berupa terhambat alih fungsi lahan, pembangunan investasi
terhambat dan luas LSD berkurang. Amra (2024) menyatakan bahwa dampak
dari ketidaksesuaian LSD dengan RDTR terhadap perizinan pembangunan
adalah terhambatnya proses perizinan pembangunan karena butuh waktu untuk
proses perubahan LSD.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Penelitian ini
menggunakan batas bidang tanah terdaftar untuk mengidentifikasi
ketidaksesuaian LSD dengan RDTR Kecamatan Batangan. Selain itu, metode
analisis berbasis bidang tanah untuk menunjukkan bahwa metode berbasis
zonasi berpotensi memotong bidang tanah menjadi dua atau lebih
zona/subzona pada pola ruang RDTR. Harapannya, dengan menerapkan
metode berbasis bidang tanah Pemerintah Daerah Kabupaten Pati mampu
mengoptimalkan investasi, perizinan dan pembangunan di daerahnya serta
menjadi bahan evaluasi dalam peninjauan kembali atau revisi RDTR

Kecamatan Batangan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah disampaikan, hingga saat ini
masih belum terwujud pemanfaatan data spasial bidang tanah pada tahapan
perencanaan ruang. Hal tersebut berakibat adanya kesalahan penetapan zona
atau kawasan peruntukan yang dapat diketahui dari bentuk pola ruang yang
tidak sesuai dengan pola batas bidang tanah (Widiyantoro dan Rineksi, 2024).
Oleh karena itu, peneliti menentukan 2 rumusan masalah pokok, sebagai
berikut:
1. Bagaimana ketidaksesuaian LSD dengan RDTR Kecamatan Batangan di

Desa Klayusiwalan?



2. Bagaimana implementasi integrasi LSD ke dalam RDTR Kecamatan

Batangan?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

a.

Mengetahui ketidaksesuaian LSD terhadap RDTR Kecamatan
Batangan di Desa Klayusiwalan.
Mengetahui implementasi integrasi LSD ke dalam RDTR Kecamatan

Batangan.

2. Manfaat Penelitian

a.

Manfaat akademis yang diperoleh dari penelitian ini yakni menambah
khazanah pengetahuan peneliti terkait ketidaksesuaian LSD terhadap
RDTR Kecamatan Batangan dan implementasi integrasi LSD ke dalam
RDTR Kecamatan Batangan.

Manfaat praktis yang diperoleh dari penelitian ini yakni dapat
digunakan sebagai bahan masukan atau evaluasi bagi Pemerintah
Daerah Kabupaten Pati dalam mengintegrasikan LSD berbasis bidang
tanah dalam peninjauan kembali RDTR Kecamatan Batangan maupun
penyusunan RDTR kecamatan lain yang akan dilaksanakan di

Kabupaten Pati.



BAB VII
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disampaikan, peneliti

menyimpulkan beberapa hal sebagai jawaban dari rumusan masalah, sebagai

berikut:

1.

Ketidaksesuaian LSD dengan RDTR Kecamatan Batangan di Desa
Klayusiwalan tercermin dari adanya jumlah bidang tanah LSD yang tidak
sesuai dengan RDTR sebanyak 132 bidang atau 11,29% dari total 1.192
bidang tanah sedangkan 1.037 bidang atau 88,71% sesuai. Bidang tanah
LSD yang sesuai dengan RDTR tersebar pada Dukuh Cerme dan Siwalan,
sedangkan bidang tanah LSD yang tidak sesuai dengan RDTR tersebar di
seluruh dukuh kecuali Dukuh Cerme.

Implementasi integrasi LSD dalam penyusunan RDTR Kecamatan
Batangan tidak sepenuhnya sesuai tahapan penyusunan RDTR
sebagaimana diatur dalam Permen ATR/Kepala BPN No. 11 Tahun 2021.
Meskipun Perpres No. 59/2019 mengamanahkan LSD menjadi bahan
penyusunan RDTR, namun Tim Penyusun RDTR Kecamatan Batangan
hanya mengintegrasikan LSD dalam tahapan pengumpulan data dan
informasi dan tidak mengintegrasikan LSD pada tahapan pengolahan data
dan analisis, penyusunan konsepsi RDTR dan penetapan RDTR setelah
mempertimbangkan RDTR harus sesuai dengan RTRW dan jika LSD
diintegrasikan dalam RDTR berpotensi menimbulkan ketidakpastian
hukum terkait pengaturan pemanfaatan ruang yang berimplikasi pada
timbulnya kegaduhan serta melalui pembahasan dengan FPR Kabupaten
Pati dan Ditjen PPTR. Permasalahan yang terjadi dalam integrasi LSD
pada penyusunan RDTR adalah penetapan pola ruang yang tidak sesuai
dengan pola batas bidang tanah dan kesalahan penetapan LSD. Penetapan
pola ruang yang tidak sesuai dengan pola batas bidang tanah dapat diatasi

dengan memanfaatkan data hasil PTSL dalam hal peta bidang tanah telah
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lengkap, namun apabila belum lengkap dapat menggunakan neraca

penatagunaan tanah dan data Pemetaan Tematik Pertanahan dan Ruang.

Kesalahan penetapan LSD dapat diatasi dengan cara menggunakan data

penggunaan tanah yang terdapat pada atribut data bidang tanah dan

penggunaan foto udara dalam rangka verifikasi, peningkatan peran

perangkat daerah dan kantor pertanahan dalam verifikasi, dan kajian yang

lebih matang dalam penyusunan usulan peta LSD.

B. Rekomendasi

1. Berkaitan dengan ketidaksesuaian LSD dengan RDTR di Desa

Klayusiwalan peneliti memiliki beberapa rekomendasi, sebagai berikut:

a.

Pemerintah Daerah Kabupaten Pati khususnya DPUTR Kabupaten
Pati dan Tim Penyusun RDTR perlu meningkatkan kecermatan dalam
memanfaatkan data bidang tanah dalam penyusunan RDTR di
Kabupaten Pati sehingga produk RDTR benar-benar dapat sesuai
dengan pola bidang tanah;

Ditjen PPTR perlu memperbarui Peta LSD disertai dengan
peningkatan intensitas koordinasi dengan pemerintah daerah agar peta
LSD yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan RTRW dan pada
akhirnya dapat diintegrasikan pada penyusunan RDTR tanpa
menimbulkan permasalahan akibat ketidaksesuaian LSD dengan
RDTR.

Peneliti selanjutnya perlu meneliti menggunakan data bidang tanah
mencakup seluruh wilayah perencanaan di RDTR agar dapat menjadi
bahan masukan yang lebih komprehensif bagi Pemerintah Daerah
Kabupaten Pati dalam meninjau kembali RDTR yang telah disusun;
Peneliti selanjutnya dapat meneliti pada tahun 2027 atau 2028 ketika
proses peninjauan kembali RDTR ini sedang dilaksanakan agar

memiliki nilai manfaat yang lebih tinggi.
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2. Berkaitan dengan implementasi integrasi LSD dalam penyusunan RDTR,
peneliti selanjutnya dapat meneliti dalam konteks yang lebih luas agar

sudut pandang dan pembahasan lebih komprehensif.
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